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Abstract

This study aims to describe the diffusion of innovation service “Samsat on The Spot” in Kantor Bersama Samsat Karangploso
and to find out what factors that affect it. The background of this research is the existence of the problem of the number and the
increasing number of objects of motor vehicles so as to bring innovation service “Samsat on The Spot”. In addition, related to how
many times the officer in providing socialization about the service “Samsat on The Spot”. Method that is used in this research is
qualitative research method with descriptive research type. Determination of informant with purposive sampling and accidental
sampling technique. The data were collected by interview, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data
reduction, data presentation, interpretation, and conclusion of research results. The results of this study note that in the diffusion of
innovation service “Samsat on The Spot” runs less well. Communication channels used are interpersonal channels and mass media
and stage of innovation decision process that is the stage of knowledge, stage of persuasion, decision stage, implementation stage, and
confirmation stage. For factors that affect the diffusion of innovation service “Samsat on The Spot” that individual factor is enough to
influence the diffusion of service innovation “Samsat on The Spot”, cultural factors such as taxpayer awareness in paying taxes and
the absence of risk taxpayers get on service "Samsat on The Spot, "and a reliable source of information comes from the socialization
of officers," Rujak Limpung ", banners, and electronic media (electronic newspaper and radio). Found other factors that affect such
as the internal factors of officers and environmental factors.

Keywords: Public service, diffusion of innovation, service Samsat on The Spot.

PENDAHULUAN

Masyarakat dalam perkembangannya tidak
terlepas dari berbagai macam kebutuhan. Ada pun
kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan mendasar
dan diperlukan oleh setiap manusia seperti kebutuhan
pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan.
Meski begitu, kebutuhan primer, tidak terlepas
kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan
sekunder pun merupakan kebutuhan yang dapat
menunjang kehidupan untuk mendapatkan kenyamanan
seperti kipas angin, meja, kursi, dan sebagainya.
Sedangkan untuk kebutuhan tersier dinilai sebagai
kebutuhan pelengkap yang lainnya. Kebutuhan tersier
ini seringkali dikategorikan sebagai kebutuhan akan
barang mewah seperti transportasi. Terlepas dari
meningkatnya kebutuhan primer dan sekunder,
kebutuhan tersier yang berupa transportasi pun juga
dinilai mengalami peningkatan. Khususnya kebutuhan
transportasi kendaraan bermotor yang ada di Indonesia.

Kendaraan  bermotor  merupakan  setiap
kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang
ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk
angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain
kendaraan yang berjalan di atas rel. Mengacu pada

definisi mengenai kendaraan bermotor, dapat dikatakan
bahwa kendaraan bermotor merupakan semua jenis
kendaraan yang dioperasikan oleh mesin dan beroperasi
di jalan raya dengan tujuan untuk mengangkut orang
atau barang. Kendaraan bermotor menjadi salah satu alat
transportasi yang dinilai cukup menunjang segala
aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Hal ini dapat
dilihat melalui semakin bertambahnya jumlah
kendaraan bermotor yang ada hampir di beberapa
daerah di Indonesia. Berikut merupakan data mengenai
jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.

Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Berdasarkan Jenis Kendaraan
Tahun 2013 — 2015

Jenis Kendaraan

Tahun 2013 (unif)

Tahun 2014 (unif)

Tahun 2015 (unif)

Mobil Penumpang 11.484 514 12.590.038 13,423 483
Bus 2286.300 2308846 2.402.720
Truk 3613.494 6.235.136 6.303.593
Sepeda Motor 84.732.652 92.976.240 99.675.001
Jumlah 104.118.969 114.209.260 122.006.799

Sumber: Statistik Indonesia 2016, Badan Pusat Statistik (data diolah)

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia
Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2013 - 2015

Tabel 1 terlihat bahwa dari tahun 2013 hingga
2015 jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia
selalu mengalami kenaikan jumlah baik untuk jenis
kendaraan mobil penumpang, bus, truk dan sepeda
motor. Terlihat bahwa untuk jenis mobil penumpang
rata-rata mengalami kenaikan sebesar 1.000.000 unit




setiap tahunnya. Lalu untuk bus juga mengalami
kenaikan jumlah dengan rata-rata 100.000 unit per
tahun. Truk juga mengalami kenaikan jumlah meskipun
berbeda untuk kenaikan jumlah dari tahun 2013 ke 2014
dan 2014 ke 2015. Kenaikan jumlah truk untuk tahun
2013 ke tahun 2014 adalah sebesar 619.642 unit,
sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami
kenaikan jumlah sebesar 270.459 unit. Jenis sepeda
motor mengalami kenaikan jumlah dari tahun 2013 ke
2014 sebesar 8.243.588 unit dan mengalami kenaikan
jumlah dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 6.698.761 unit.
Diketahui bahwa tingkat kebutuhan masyarakat
Indonesia untuk transportasi jenis kendaraan bermotor
sangat tinggi untuk setiap tahunnya dan berpengaruh
juga terhadap kenaikan jumlah kendaraan bermotor. Hal
ini terbukti dengan adanya kenaikan jumlah kendaraan
bermotor yang hampir terjadi di seluruh wilayah
Indonesia, dapat dilihat melalui data berikut:

Tumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia
Berdasarkan Provinsi Tahun 2013 - 2015

o Proviasi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
- (Usit (Usi9) (Unit
1. | Aceh 2.611.860 2.873331 3.071.267
2. | Sumatera Utara 5.665.438 5.865.001 6.273.227
3. | Sumatera Barat 1.033.560 2042822 2.178.048
4. | Riau 2.333.654 2.680.163 2.858.907
3. | Jambi 3.643.088 3.970.850 4243 444
6. | Sumatera Selatan 4.172.168 4391111 4.693.692
7. | Benglmlu 938474 976.118 1.043.846
8. | Lampung 2.577.853 2.718.074 2.907.537
9. | Kep. Bangka Beltung 267.803 010.445 073183
10. | Kepulauan Riau 1.068.364 1.133.958 1.212.320
11. | DKI Jakarta 14.734.601 17.853.804 19.054.690
12. | Jawa Barat 7.003 846 9236835 9.862.422
13. | Jawa Tengah 12.309.278 13.297.231 14227 867
14. | DI Yogyakarta 3.643.412 3.707.232 3.064.077
15, | Jawa Timur 13.199.239 13.840.116 14.808.471
16. | Banten 1473344 2434155 2.603.852
17. | Bali 3.061.644 4.170.073 4455513
18. | Nusa Tenggara Barat 1.783.741 1.904.370 2033812
19. | Musa Tenggara Timur 1.149.753 1.212.698 1.300.398
20. | Kali 1 Barat 2267.762 2382441 2343239
21, | Kali 1 Tengah 1264.8344 1.310.010 1395111
22, | Kali Selatan 2.143.380 2.435.063 2503017
23, | Kali 1 Timur 2.518.348 2.656.779 2.833.998
24. | Sulawesi Utara 1.201.652 1.268.636 1.351.868
25 | Sulawesi Tengah 2.117.302 2.188 552 2337652
26. | Sulawesi Selatan 3.514.753 3.301.135 3.731.682
27. | Sulawesi Tenggara 1.264.661 1.373.260 1.463.155
28. | Gorontalo 393.602 419.165 443.299
29, | Maluku 374.201 395.524 636.860
30. | Mahulou Utara 75.765 88.758 94.847
31. | Papua 721.288 763310 813.298
Jumlah 104.118.969 114.209.260 122.006.799
Sumber: Statistik Indonesia 2016, Badan Pusat Statistik (data telah diclah)

Tabel 2 Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia
Berdasarkan Provinsi Tahun 2013 — 2015.

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa
semua wilayah di berbagai provinsi yang ada di
Indonesia telah mengalami kenaikan jumlah kendaraan
bermotor dari rentang tahun 2013 hingga 2015. Adapun
dari beberapa jumlah provinsi tersebut, terdapat 3
provinsi yang menunjukkan jumlah kendaraan bermotor
tertinggi diantara provinsi yang lain. Ketiga provinsi
tersebut yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa
Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kenaikan
kendaraan bermotor di DKI Jakarta mengalami
kenaikan sebesar 3.119.203 unit untuk selisih pada
tahun 2013 ke tahun 2014, lalu mengalami kenaikan

sebesar 1.200.886 unit untuk selisih pada tahun 2014 ke
tahun 2015. Sedangkan Provinsi Jawa Timur yang
menempati posisi kedua juga menujukkan bahwa setiap
tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat
melalui selisih jumlah kenaikan jumlah kendaraan
bermotor setiap tahun yaitu 640.887 unit untuk tahun
2013 ke tahun 2014, dan sebanyak 968.335 unit untuk
tahun 2014 ke tahun 2015. Dan yang terakhir adalah
Provinsi Jawa Tengah yang mengalami jumlah kenaikan
dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 987.953 unit dan
mengalami jumlah kenaikan dari tahun 2014 ke tahun
2014 sebesar 930.636 unit.daerah. Oleh karena itu UPT-
LPKD banyak mendapat kunjungan dari institusi
maupun pemerintah daerah lain.

Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor
tersebut, tentu saja akan berpengaruh terhadap
peningkatan pajak, khususnya untuk pajak daerah.
Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor akan
berpotensi meningkatkan penerimaan jumlah pajak dan
berimbas pada pendapatan daerah. Begitu juga dengan
wilayah Jawa Timur yang menjadi provinsi kedua
dengan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat
setiap tahunnya. Adapun berikut merupakan data
kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di

Jawa Timur:
Jumiah Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Tahun 2013 — 2013

Tahum 2013 Tahum 2014 | Tahum 2013

No Kabupaten / Kota (UTnit) nit) i)
1 Kabupaten Bangkalan 187.879 153 423 216.034
2. Kabupaten Bamyuwangi 568.145 571577 563.976
3. Kabupaten Blitar 392.053 413714 434 476
4 Kabupaten Bojonazora 323148 363255 399547
5. Kabupaten Bondowoso BO.768 112432 117.559
8. Kabupaten Gresik 340,087 412945 316.305
1 Kabupaten Jember 462437 519.857 652.139
B. Kabupaten Jombang 143.448 173.706 213.184
9. Kabupaten Kediri 397.183 449.026 365187
10. | Kabupaten Lamongan 337.537 389.079 417.908
11. | Esbupaten Lumajang 1468 183.204 214.986
12. | Kabupaten Madiun 230.540 243.814 278433
13. | Eabupaten Magetan 245286 269.536 325.634
14. | Kabupaten Malang 245131 263.1%4 T46.140
15. | Eabupaten Mojokerto 110456 132.634 218473
16. | Kabupaten Nganjuk 365.586 358473 448.154
17. | Kabupaten Naaw: 216.229 203904 213.614
18. | Eabupaten Pacitan 139442 159304 167.342
15. | Kabupaten Pamekaszan 119248 135960 166364
20. | Eabupaten Pasurnan 248465 318.543 398.576
21. | Kabupaten Ponorozo 516.018 358952 583071
22. | Kabupaten Probelmgzo 179.002 179.457 179.839
23. | Kabupaten Sampang 38772 60819 62.156
24, | Esbupaten Sidoarjo 1.0BR 938 1.343 629 1394 678
25. | Kabupaten Situbonda 127.5534 137.182 148.935
26. | Kabupaten Sumens B6.058 103.259 130473
27. | Eabupaten Trenzgzalek 195.162 213.692 248.049
18. | Kabupaten Tuban 313278 432.007 512.863
2%. | Eabupaten Tulunpazunz 448675 464435 490.125
30. | Kota Batu 30455 34586 37.7%4
31. | Eota Blitar 73.861 80.330 $9.113
1. | Kota Kedm 141.801 136.954 171460
33. | Eota Madiim 1010047 $6.910 145.654
34. | Kota Malang 487.187 312072 312.154
33. | Eota Mojokerte 102.432 154.623 203412
36. | Kota Pasuruan B3479 98.234 108.563
37. | Kota Probolingze 74650 £0273 96368
38. | Kota Surabayz 3.804.134 4.062.220 4.312.629
Tumlzh 13.199.239 13.340.116 14.303.471

Sumber-Badan Pusat Siatistik (data diolah)
Tabel 3 Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Timur
Tahun 2013 - 2015




Pada tabel 3 tersebut, diketahui semua wilayah
kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur yang
mengalami kenaikan jumlah kendaraan bermotor setiap
tahunnya dalam rentang tahun 2013 hingga 2015.
Diketahui juga bahwa terdapat 5 wilayah dengan jumlah
kendaraan bermotor tertinggi dan juga mengalami
kenaikan setiap tahunnya adalah Kota Surabaya,
Kabupaten  Sidoarjo, = Kabupaten = Banyuwangi,
Kabupaten Jember, dan Kota Malang. Untuk Kota
Surabaya, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2013
sebesar 3.804.184 unit, tahun 2014 sebesar 4.062.220
unit dan tahun 2015 sebesar 4.312.629 unit. Untuk
Kabupaten Sidoarjo, jumlah kendaraan bermotor pada
tahun 2013 sebesar 1.088.938 unit, tahun 2014 sebesar
1.343.629 unit dan tahun 2015 sebesar 1.594.676 unit.
Sedangkan untuk Kabupaten Banyuwangi secara
berurutan sejak tahun 2013 hingga 2014 mengalami
kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebesar 568.146
unit, 571.577 unit, namun pada tahun 2015 mengalami
penurunan jumlah kendaraan bermotor menjadi 563.976
unit. Untuk Kabupaten Jember pada tahun 2013 jumlah
kendaraan bermotor sebesar 462.437 unit, tahun 2014
sebesar 529.857 unit, dan tahun 2015 sebesar 652.139
unit. Sedangkan untuk Kota Malang pada tahun 2013
jumlah kendaraan yaitu sebesar 487.187 unit, tahun
2014 sebesar 512.072 dan tahun 2015 sebesar 512.154.
Namun, ditemukan adanya kenaikan jumlah kendaraan
yang dinilai cukup signifikan yaitu pada wilayah
Kabupaten Malang, khususnya pada tahun 2014 ke
tahun 2015 yang awalnya sebesar 263.194 unit menjadi
746.140 unit. Hal tersebut apabila dihitung berapa besar
kenaikan jumlah kendaraan bermotornya adalah sebesar
482.946 unit. Apabila dibandingkan dengan wilayah
lainnya, besarnya kenaikan jumlah kendaraan bermotor
tersebut adalah yang paling tinggi di wilayah Jawa
Timur dari tahun 2014 ke tahun 2015. Dengan adanya
temuan tersebut, dapat dinilai bahwa dengan semakin
bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, tentunya
juga akan memengaruhi dalam penerimaan pajak
kendaraan bermotor di wilayah tersebut, terutama dalam
realisasi pajak kendaraan bermotor.

Dengan mengetahui adanya kenaikan jumlah
kendaraan bermotor setiap tahunnya, terdapat suatu
strategi untuk menangani permasalahan banyaknya
jumlah kendaraan motor yang ada dan diharapkan dapat
meningkatkan jumlah realisasi pajak kendaraan di Jawa
Timur. Salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah
menerapkan suatu pelayanan yang sekiranya dapat
mengatasi dan meningkatkan realisasi pajak kendaraan
bermotor, khususnya di wilayah Kabupaten Malang.
Pelayanan tersebut yaitu “Samsat on The Spot”, yang

merupakan salah satu bentuk pengembangan dari
pelayanan Samsat Keliling yang ada di Kabupaten
Malang khususnya untuk wilayah Malang Utara dan
Batu Kota. Hal tersebut juga dikarenakan adanya
permasalahan yaitu diketahui jumlah kenaikan
kendaraan bermotor di Kabupaten Malang dari tahun
2014 ke tahun 2015 yang cukup signifikan yakni sebesar
482.946 unit. Hal ini juga diketahui dengan data obyek
pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat
Karangploso mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Adapun berikut data mengenai obyek pajak kendaraan

bermotor di Kantor Bersama Samsat Karangploso:

Data Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan di Kantor Bersama Samsat
Karangploso Tahun 2012 - 2013

Tahun
Jenis Kendaraan 2012 2013 2014 s
i) | ) |y [PPO
Mobil P I 17.003 19.459 21.336 22613
Mobil Bus 390 487 391 663
Mobil Barang 5.923 6.303 1.930 8.837
Sepeda Motor 194109 196327 217.398 232647
Alat Berat 23 25 27 27
Jumlzh 218443 222801 47352 25470
Sumber: Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Dagrah Frovinsi Jawa Timur Molang

Ultara dam Batu Kota (data diclah).
Keterangan: *) Hanya sampai bulan Jamuart 2013

Tabel 4 Data Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan di
Kantor Bersama Samsat Karangploso Tahun 2012 — 2015.

Pada tabel 4, terlihat bahwa dari tahun 2012
hingga Januari 2015 jumlah obyek pajak kendaraan
bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat
Karangploso Kabupaten Malang mengalami
peningkatan jumlah obyek di setiap tahunnya. Hal ini
dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 jumlah total
keseluruhan obyek pajak kendaraan bermotor sebesar
218.445 unit, tahun 2013 naik menjadi 222.801 unit,
tahun 2014 juga naik menjadi 247.552 unit. Dan
walaupun sampai awal tahun 2015 juga mengalami
peningkatan sebesar 254.791 unit. Adanya pertambahan
obyek  pajak  kendaraan  tahunan  tersebut,
memungkinkan potensi pajak yang diterima oleh Kantor
Bersama Samsat Karangploso juga ikut naik dan mampu
memenuhi target pajak kendaraan bermotor.

Namun, diketahui kenaikan jumlah kendaraan
bermotor tersebut ternyata tidak diimbangi dengan
realisasi pencairan pajak kendaraan bermotor. Hal ini
menyebabkan tunggakan atau piutang pajak pada UPT
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang
Utara dan Batu Kota dinilai cukup besar. Hal tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Pajak
Kendaraan Bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Tahun 2013 — 2015

Tahumn Tunsgakan Pajak Pencairan Pajak P

Obyek Potensi Obyek Fealizasi Realisasi

2013 [ 173376 Fp.24.318.737.030[ 48.973 | Fp.9.638.439.520 39.79%

2014 [ 135321 Rp.72.360.038248 [ 37.206 | Fp. 5.262.317.118 13.32%

2015 [ 167313 Rp. 25427520267 | 34.080 | Fp. 9.865.361.631 38.81%

Sumber: UPT Badan Pendapatan Dagrah Jawa Tomur Molang Utara don Batu Kota
Tathun 2015 {alata diolal)

Tabel 5 Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Pajak di
UPT Bapenda Jatim Malang Utara dan Batu Kota




Berdasarkan tabel 5 tersebut, dapat diketahui
bahwa ternyata dalam rentang tahun 2013 hingga 2015
tunggakan pajak yang ada Vyaitu lebih besar
dibandingkan dengan realisasi pencairan pajaknya. Dan
tunggakan pajak tertinggi yaitu pada tahun 2015 sebesar
Rp. 25.427.520.267 sementara realisasinya yaitu Rp.
9.869.361.631 dengan persentase realisasi hanya
sebesar 38,81%. Dengan adanya temuan tersebut, maka
pihak UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Timur Malang Utara dan Batu Kota pun melakukan
evaluasi dan pemetaan wilayah untuk melihat adanya
permasalahan tersebut. Setelah dipelajari lebih lanjut,
ditemukan sejumlah tunggakan yang besar di wilayah
Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari yang
disebabkan beberapa permasalahan seperti :

1. Terbatasnya waktu dan lokasi pelayanan;

2. Terbatasnya waktu wajib pajak yang bekerja di
perusahaan-perusahaan untuk membayar pajak
kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta
melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) setiap tahun;

3. Wajib pajak masih harus mendatangi tempat layanan
di sela waktu bekerja baik di Samsat Induk atau
Samsat Unggulan.

Dengan ditemukannya permasalahan tersebut,
maka dalam Rapat Pembina Samsat Jawa Timur
memutuskan untuk mengembangkan layanan unggulan
yang mana layanan tersebut berkaitan dengan petugas
pajak yang mendatangi spot atau titik wilayah yang
ditetapkan untuk mengumpulkan wajib pajak yang
dinamakan “SOS”. Adapun singkatan dari SOS yaitu
“Samsat on The Spot” yang juga memiliki tagline
“Solusi Orang Sibuk” yang ditujukan bagi wajib pajak
yang mempunyai keterbatasan waktu untuk membayar
pajak.

Dengan adanya pelayanan “Samsat on The Spot”
ini, dinilai menjadi layanan yang unik dan kreatif yang
dapat merubah paradigma atau pandangan masyarakat
bahwa pelayanan publik tidak harus diberikan di kantor
pemberi layanan, tetapi petugas pemberi layanan yang
mendatangi lokasi wajib pajak pada waktu dan lokasi
yang sudah ditentukan dan disepakati bersama dengan
mitra kerja. Layanan yang diberikan melalui pelayanan
“Samsat on The Spot” yaitu: (a) pembayaran pajak
kendaraan bermotor; (b) pembayaran SWDKLL; (c) dan
pengesahan STNK per- tahun oleh petugas. Ada pun
tujuan utama dari diciptakannya layanan ini adalah
dapat memberikan pelayanan yang efektif serta efisien
kepada masyarakat yang berada di wilayah kerja Kantor
Bersama Samsat Karangploso dan diharapkan mampu
mengatasi permasalahan yang tertera pada penjabaran

permasalahan sebelumnya. Keberhasilan adanya inovasi
pelayanan “Samsat on The Spot” ini, dapat diketahui
dengan banyaknya wajib pajak yang dan realisasi pajak
yang diterima sejak awal pelaksanaan pelayanan

“Samsat on The Spot”. Adapun berikut datanya:

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Realisasi Pajak
Melalui Pelayanan “Samsat on The Spet” Tahun 2015-2017 di Kantor Bersama
Samsat Karangploso Kabupaten Malang

Wajtb Pajak (orang) Realizasi Pajak (Rupizh)
Bulan Tahun | Tahun | Talm ~
2015 | 2016 | 2017 Tahm 2015 | Tahum 2016 Tahun 2017
Januari - 736 o7l -] 159663830 343277300
Pebruari - 742 087 -] I18183R300[ 394633000
Naret - 871 1311 -] 200967.130 442127800
Aprl - 831 1222 -] 197594350 [ 442611400
Mei - 8O0 1544 -] 204412950 46236600
Jun - 505 o10 -] 1416194530 328132300
Juli - 678 1.034 -] 192682430 [ 454152600
Agustus - 861 13560 -] 200549300 499.146500
Septemt 1.080 | 1.738 -] 230.4B0.930 799.103.000
Oktober - 1047 - -] 236.863.300 -
November - 2619 - -] 1.214.547.390
Desember 40] 3474 - 10.635.600 [ 1.814548.072

Sumber: Kantor Bersama Samseat Karangploso (data diclah)

Tabel 6 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan
Realisasi Pajak Melalui Pelayanan “Samsat on The
Spot”.

Berdasarkan tabel 6, awal diberlakukannya inovasi
pelayanan “Samsat on The Spot” pada Desember tahun
2015, terdapat sejumlah pembayar pajak melalui
layanan ini sebesar 40 wajib pajak dengan realisasi
pajak sebesar Rp. 19.635.600. Namun, terjadi kenaikan
jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor melalui
pelayanan “Samsat on The Spot” untuk tahun 2016 dan
untuk sebagian di tahun 2017. Meskipun pelayanan
“Samsat on The Spot” mengalami kenaikan dan
penurunan jumlah wajib pajak, namun dapat dilihat pada
setiap bulannya masih terdapat beberapa wajib pajak
yang menggunakan pelayanan “Samsat on The Spot”
dan jumlahnya sendiri rata-rata masih berada di atas 500
orang. Adapun juga hasil dari adanya pelayanan
“Samsat on The Spot” yaitu terdapatnya realisasi pajak
sehingga memungkinkan tunggakan pajak akan
berkurang. Pada tabel 6, juga dijabarkan bahwa realisasi
pajak pada pelayanan “Samsat on The Spot” juga
mengalami kenaikan dan penurunan selama tahun 2015
hingga 2017. Meski begitu masih dapat dilihat terdapat
kenaikan pesat jumlah pengguna pelayanan “Samsat on
The Spot” di bulan September tahun 2017 dengan total
jumlah wajib pajak mencapai angka 1.739 orang dengan
perolehan realisasi pajak sebesar Rp. 799.103.000. Hal
ini dinilai menunjukkan pelayanan masih berjalan
dengan cukup baik sehingga mampu mencapai jumlah
target wajib pajak dengan realisasi pajak sebesar angka
tersebut.

Selain itu, pada kenyatanya pelayanan ini pernah
mendapatkan penghargaan yaitu masuk pada daftar
inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi melalui ajang kompetisi inovasi




pelayanan publik Top 99 Inovasi Pelayanan Publik
tahun 2016. Ada pun penjabaran dan pemaparan data
lebih lanjut mengenai prestasi yang diperoleh UPT
Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur Malang Utara
dan Batu Kota serta Kantor Bersama Samsat
Karangploso melalui inovasi pelayanan “Samsat on The

Spot” adalah sebagai berikut:
Diaftar Program-Program Inovasi di Jawa Tomur Yang hiasuk
Top 99 Inovas Pelayanan Publik Tahum 2016
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Tabel 7 Daftar Program-Program Inovasi di Jawa Timur Yang
Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016

Berdasarkan tabel 7, terlihat bahwa pelayanan
“Samsat on The Spot” berada dalam peringkat ke-
sebelas. Hal ini menjadi salah satu bentuk prestasi yang
ditorehkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur,
khususnya UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota serta Kantor
Bersama Samsat Karangploso dalam mengusung sebuah
inovasi pelayanan publik yang mana diharapkan mampu
untuk menjadi solusi dari permasalahan seputar adanya
kenaikan jumlah kendaraan bermotor serta tunggakan
wajib pajak yang menjadikan wajib pajak terkendala
membayar pajak karena terbatasnya waktu dan lokasi
pelayanan yang dinilai cukup jauh.

Adanya keberhasilan suatu inovasi pelayanan
“Samsat on The Spot” tidak terlepas dari proses difusi
inovasi yang ada pada pelayanan “Samsat on The Spot”.
Proses difusi yang dimaksudkan yaitu berkaitan dengan
proses komunikasi dalam menyebarkannya
penginformasian oleh petugas mengenai pelayanan

“Samsat on The Spot” sehingga masyarakat dapat
mengetahui adanya pelayanan tersebut. Adapun upaya
petugas untuk menyebarkan atau menginformasikan
mengenai pelayanan “Samsat on The Spot” salah
satunya vyaitu melalui sosialisasi. Namun pada
kenyataannya, sosialisasi yang dilakukan oleh petugas
dinilai masih belum maksimal. Hal ini dapat diketahui

dari data sosialisasi sebagai berikut:
Pelakzanazn Sosialisasi Pelayanan “Samsar on The Spo: ™ Tahun 2015 - 2017,
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Sumber: Kautor Berrama Samzar Earangploze Takun 2017 (data dialah).
Tabel 8 Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan “Samsat on
The Spot”

Berdasarkan tabel 8, sosialisasi yang dilakukan
petugas dalam mengenalkan pelayanan “Samsat on The
Spot” yaitu berada pada 28 lokasi yang berbeda.
Sedangkan pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan di
waktu yang berbeda setiap tahunnya sejak tahun 2015
hingga 2017. Meskipun telah melakukan sosialisasi di
berbagai tempat, pada kenyataannya cakupan wilayah
yang mendapatkan sosialisasi mengenai pelayanan
“Samsat on The Spot” hanya beberapa kecamatan saja
yaitu Kecamatan Singosari, Kecamatan Lawang,
Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan
Pakis, Kecamatan Jabung. Sedangkan untuk cakupan
kerja Kantor Bersama Samsat Karangploso adalah 8
kecamatan yaitu Kecamatan Singosari, Kecamatan
Lawang, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau,
Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo,
Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Jabung. Sementara
pada tabel tersebut tidak ditemui adanya pelaksanaan
sosialisasi dalam menyebarkan pelayanan “Samsat on
The Spot” di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan




Kecamatan Tumpang. Padahal untuk wilayah
Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Tumpang
merupakan dua wilayah yang letaknya dinilai tergolong
jauh dari Kantor Bersama Samsat Karangploso, yang
mana terletak di Kecamatan Karangploso. Hal ini dinilai
bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh petugas masih
tergolong belum menyeluruh dalam menyebarkan atau
menginformasikan  mengenai adanya pelayanan
“Samsat on The Spot”. Fakta ini memperlihatkan bahwa
proses difusi inovasi pelayanan “Samsat on The Spot”
yang ada dinilai masih belum maksimal.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan pada
pembahasan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai proses difusi inovasi
pelayanan publik pada inovasi pelayanan “Samsat on
The Spot”. Ada pun alasan memilih tema penelitian ini
dikarenakan pelayanan ini merupakan salah satu bentuk
inovasi pelayanan yang berada di Kantor Bersama
Samsat Karangploso sebagai salah satu inovasi yang
bertujuan dalam mengatasi adanya tunggakan pajak
kendaraan bermotor untuk pajak kendaraan bermotor
tahunan. Namun ternyata terdapat temuan bahwa
sosialisasi dalam proses difusi inovasi pelayanan
“Samsat on The Spot” dinilai masih belum maksimal
dengan terdapatnya dua wilayah yaitu Kecamatan
Poncokusumo dan Kecamatan Tumpang yang belum
mendapatkan sosialisasi mengenai pelayanan “Samsat
on The Spot”. Sementara kedua kecamatan tersebut
merupakan dua wilayah yang masuk dalam wilayah
kerja Kantor Bersama Samsat Karangploso.

Selain itu, peneliti saat melakukan survei
menemukan kurang aktifnya pihak penyelenggara
layanan dalam  memberikan informasi  terkait
pelaksanaan layanan “Samsat on The Spot” seperti
hanya menempelkan banner pada halaman Kantor
Bersama Samsat Karangploso terkait kapan pelaksanaan
pelayanan tersebut. Hal ini dapat dinilai berkaitan
dengan bagaimana penyebaran dari inovasi pelayanan
“Samsat on The Spot” yang dilaksanakan oleh UPT
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang
Utara dan Batu Kota serta Kantor Bersama Samsat
Karangploso. Alasan peneliti juga memilih untuk
penelitian di Kantor Bersama Samsat Karangploso
dengan tema difusi inovasi pelayanan “Samsat on The
Spot” adalah karena Kantor Bersama Samsat
Karangploso merupakan satu-satunya instansi yang
menerapkan inovasi pelayanan “Samsat on The Spot”.
Ada pun sebagai pertimbangan lain, peneliti memilih
penelitian dengan tema ini yaitu terdapat beberapa
penelitian terdahulu yang dinilai masih terkait dengan
penelitian yang akan diteliti ini yaitu mengenai difusi
inovasi, yang lebih berfokus pada difusi inovasi pelayan

publik. Selain difusi inovasi, peneliti juga tertarik untuk
meneliti  tentang faktor-faktor apa saja yang
memengaruhi difusi inovasi pada pelayanan “Samsat on
The Spot” di Kantor Bersama Samsat Karangploso.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
difusi inovasi pelayanan “Samsat on The Spot” dan
faktor-faktor yang memengaruhi difusi inovasi pada
pelayanan “Samsat on The Spot”. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada
Kantor Bersama Samsat Karangploso terkait saran yang
diberikan guna sebagai upaya untuk perbaikan bagi
pelayanan “Samsat on The Spot”. Penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan informasi kepada
masyarakat atau pihak-pihak lain mengenai proses
difusi inovasi pelayanan “Samsat on The Spot” dan
faktor-faktor yang memengaruhi difusi inovasi
pelayanan “Samsat on The Spot”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe
penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan
menggunakan purposive sampling dan accidental
sampling. Penelitian ini menggunakan pihak informan
yang terlibat seperti Kasi Penagihan dan Pembayaran
UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Malang Utara dan Batu Kota, staf Kantor Bersama
Samsat Karangploso yang terlibat pelayanan “Samsat
on The Spot”, wajib pajak yang menggunakan
pelayanan “Samsat on The Spot” dan wajib pajak yang
tidak menggunakan pelayanan tersebut. Teknik
pengumpulan data menggunakan data primer (hasil
wawancara) dan data sekunder (data pendukung yang
diperolah dari Kantor Bersama Samsat Karangploso,
observasi, dan data dokumentasi). Teknik analisis data
yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data
menggunakan triangulasi sumber.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik dalam Kemenpan No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 diketahui yaitu segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Bab |
Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25/2009, pelayanan publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.




Konsep Inovasi di Sektor Publik

Yogi Suwarno (2008:8) menjelaskan bahwa
inovasi sendiri berasal dari bahasa latin innovare yang
artinya berubah sesuatu yang menjadi baru. Sementara
Damanpour dalam Suwarno (2008:9) menjelaskan
bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa
yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem
struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi
anggota organisasi. Sedangkan Rogers dalam Suwarno
(2008:9) menjelaskan bahwa an innovation is an idea,
practice, or object that is perceived as new by individual
or other unit of adopter. Dari pengertian Damanpour
dan Rogers tersebut, dapat diketahui bahwa inovasi
merupakan sesuatu yang berwujud (tangible) maupun
yang tidak berwujud (intangible). Berdasarkan berbagai
penjelasan, maka yang dimaksud sebagai inovasi di
sektor publik pada penelitian ini yaitu suatu ide atau
gagasan baru yang berbentuk produk pelayanan yang
bersifat kebaruan, berupa pelayanan “Samsat on The
Spot” yang dilaksanakan oleh UPT Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu
Kota serta Kantor Bersama Samsat Karangploso.

Difusi Inovasi

Everett M. Rogers (2003:4-5) mendefinisikan
difusi merupakan proses penyampaian inovasi melalui
saluran tertentu dari waktu ke waktu kepada anggota
sistem sosial. Rogers menyampaikan bahwa difusi
merupakan salah satu jenis komunikasi khusus yang
mana berkaitan dengan gagasan baru. Dari apa yang
disampaikan oleh Rogers tersebut, bahwa difusi selalu
berkaitan dengan inovasi atau gagasan kebaruan. Dari
sana diperoleh bahwa konsep difusi inovasi adalah
sebuah jenis komunikasi dalam menyampaikan sesuatu
gagasan ide baru melalui saluran komunikasi tertentu
dalam suatu rentang waktu kepada anggota sistem sosial
tertentu. Dalam difusi inovasi terdapat beberapa elemen
penting di dalamnya, yaitu: inovasi, saluran komunikasi,
jangka waktu dan sistem sosial.

Saluran Komunikasi

Dalam difusi inovasi, saluran komunikasi
merupakan salah satu elemen yang penting. Rogers
(2003:16) menyebutkan bahwa saluran komunikasi
merupakan sarana yang memungkinkan pesan
berpindah dari satu individu ke individu lain. Rogers
juga menjabarkan bahwa kategori saluran komunikasi
yaitu saluran interpersonal dan saluran media massa.
Saluran interpersonal merupakan bentuk sarana
komunikasi yang melibatkan adanya tatap muka antara
dua orang atau lebih. Sementara itu, saluran media

massa adalah sarana untuk menyebarkan pesan yang
melibatkan media massa, seperti radio, televisi, surat
kabar, dan sebagainya, yang memungkinkan satu
sumber atau beberapa individu menjangkau audiens
banyak orang.

Tahapan Proses Keputusan Inovasi

Dalam difusi inovasi, tahap proses keputusan
inovasi merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan
ini lebih berkaitan dengan sikap pengguna terhadap
inovasi. Rogers (2003:158) menjelaskan tahapan dalam
proses keputusan inovasi merupakan proses di mana
individu (atau unit pengambil keputusan lainnya)
beralih dari pengetahuan pertama tentang inovasi ke
pembentukan sikap terhadap inovasi, hingga keputusan
untuk mengadopsi atau menolak, hingga penerapan
gagasan baru, dan konfirmasi keputusan ini. Adapun
tahapan-tahapan tersebut yaitu:

1. Tahap pengetahuan merupakan tahap pertama dalam
proses  keputusan inovasi. Rogers dalam
Setijaningrum (2016:8) memaparkan dalam tahapan
ini, seseorang belum memiliki informasi mengenai
inovasi baru. Untuk itu informasi mengenai inovasi
tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran
komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik,
media cetak, maupun komunikasi interpersonal
diantara masyarakat. Pada tahap ini terdapat 3
pengetahuan  vyaitu  pengetahuan  kesadaran,
pengetahuan teknis, dan pengetahuan prinsip.

2. Tahap persuasi merupakan tahap individu mulai
tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi
atau detail mengenai inovasi. Tahap kedua ini terjadi
lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon
pengguna.  Erna  Setijaningrum  (2016:8-9)
menjabarkan inovasi yang dimaksud adalah
berkaitan dengan karakter inovasi seperti: kelebihan
inovasi, tingkat keserasian, kompleksitas, dapat
dicoba dan dapat dilihat.

3. Tahap keputusan menurut Setijaningrum (2016:9)
merupakan tahap dimana individu mengambil
konsep inovasi dan menimbang keuntungan /
kerugian dari  menggunakan inovasi  dan
memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak
inovasi.

4. Tahap pelaksanaan menurut Setijaningrum (2016:9)
merupakan tahap menjadikan individu untuk
merasakan langsung inovasi yang berbeda-beda
tergantung pada situasi. Selama tahap ini individu
menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat
mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu.

5. Tahap konfirmasi menurut Setijaningrum (2016:9)
merupakan tahap setelah sebuah keputusan dibuat,




seseorang kemudian akan mencari pembenaran atas
keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan
seseorang kemudian mengubah keputusan yang
tadinya menolak jadi menerima inovasi setelah
melakukan evaluasi.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Difusi Inovasi

Ahmed H Tolba dan Maha Mourad (2011:9)
dalam penelitiannya menyampaikan bahwa terdapat 2
faktor penting yang dapat memengaruhi difusi inovasi,
yaitu faktor individu dan faktor budaya. Faktor individu
yang dimaksud yaitu bagaimana keterkaitan individu
dalam perannya sebagai lead user (pengguna utama) dan
opininion leaders (pemuka pendapat) dalam kaitannya
untuk menerima atau mengadopsi suatu difusi inovasi.
Faktor budaya dijelaskan terdapat dua hal yang
memengaruhi difusi inovasi yaitu sikap individualisme
dalam suatu inovasi dan sikap menghindari
ketidakpastian dalam menerima inovasi.

Sementara Marshall H Becker (1970:295-301)
menyampaikan ada 4 faktor yang memengaruhi difusi
inovasi yaitu:

1. Sentralitas dan waktu adopsi.

2. Kosmopolitalisme

3. Sumber informasi terpercaya

4. Karakteristik pelatihan tenaga medis.

Difusi Inovasi Pelayanan “Samsat on The Spot”

Proses difusi inovasi pada pelayanan “Samsat on
The Spot” dapat dilihat dari saluran komunikasi yang
ada dan tahapan proses keputusan inovasinya. Adapun
hasilnya adalah sebagai berikut:

Saluran Komunikasi Pada Pelayanan “Samsat on
The Spot”

Dalam difusi inovasi pelayanan “Samsat on The
Spot” saluran komunikasi yang digunakan yaitu saluran
interpersonal dan juga saluran media massa. Saluran
interpersonal yang ada dalam pelayananan “Samsat on
The Spot” yaitu sosialisasi secara tatap muka yang
dilakukan  petugas kepada masyarakat guna
mengenalkan pelayanan “Samsat on The Spot”.
Sosialisasi yang dilakukan petugas dalam mengenalkan
atau menginformasikan pelayanan “Samsat on The
Spot” kepada masyarakat dinilai masih belum
maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya 2
kecamatan dari seluruh total 8 kecamatan yang menjadi
wilayah kerja Kantor Bersama Samsat Karangploso
yang belum pernah dilaksanakan sosialisasi pelayanan
“Samsat on The Spot”. Kedua wilayah tersebut yaitu
Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Tumpang.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori
saluran komunikasi media massa pada pelayanan
“Samsat on The Spot” yaitu brosur, pemberitaan
melalui media elektronik (surat kabar elektronik dan
radio), pemasangan spanduk, pemasangan banner, dan
sarana pemberitahuan ke masyarakat, khususnya
wilayah pedesaan, dengan seruan bayar pajak lewat
“Rujak Limpung” (seruan bayar pajak Kkeliling
kampung). “Rujak Limpung” aktif beroperasi
bersamaan dengan pengadaan sosialisasi yaitu 2 — 3 hari
sebelum pelaksanaan pelayanan “Samsat on The Spot”.

Tahapan Proses Keputusan Inovasi Pelayanan
“Samsat on The Spot”

Tahapan keputusan inovasi pelayanan “Samsat
on The Spot” yaitu proses dimana wajib pajak yang
awalnya yaitu mengetahui pelayanan “Samsat on The
Spot”, selanjutnya pembentukan sikap terhadap inovasi,
hingga keputusan wajib pajak untuk mengadopsi inovasi
pelayanan “Samsat on The Spot”, hingga wajib pajak
menerapkan atau menggunakan pelayanan “Samsat on
The Spot” dan kemudian memberikan konfirmasi terkait
pelayanan “Samsat on The Spot”. Berikut merupakan
tahapan proses keputusan inovasi pada pelayanan
“Samsat on The Spot””

1. Tahap Pengetahuan

Tahap pengetahuan dalam pelayanan
“Samsat on The Spot” yaitu merupakan wajib
pajak yang belum mengetahui sama sekali atau
belum memiliki informasi mengenai pelayanan
“Samsat on The Spot”. Pada tahapan ini juga
terdapat pengetahuan kesadaran, pengetahuan
teknis dan pengetahuan prinsip. Pengetahuan
kesadaran pelayanan “Samsat on The Spot”
yaitu pengetahuan mendasar wajib pajak
mengenai pelayanan “Samsat on The Spot”
untuk pertama kalinya. Dalam pengetahuan
kesadaran ini, petugas melakukan sosialisasi
serta pengumuman lewat sarana bernama
“Rujak Limpung” (seruan bayar pajak keliling
kampung) untuk ke wilayah-wilayah desa.
Selain itu juga melakukan sosialisasi ke
perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi
mengenai pelayanan “Samsat on The Spot”.
Dan selain sosialisasi, juga terdapat undangan
atau pengumuman yang diperoleh wajib pajak,
dan juga berasal dari brosur, banner, media
cetak dan elektronik. Pengetahuan teknis
pelayanan “Samsat on The Spot” Yyaitu




pengetahuan terkait teknis atau prosedur dalam
pelayanan “Samsat on The Spot”. Pada
pengetahuan teknis tanpa dijelaskan oleh
petugas, beberapa wajib pajak telah mengetahui
teknis atau prosedur dalam pelayanan “Samsat
on The Spot”. Pengetahuan prinsip pelayanan
“Samsat on The Spot” yaitu berkaitan dengan
prinsip-prinsip yang terdapat dalam pelayanan
“Samsat on The Spot”. Prinsip dari pelayanan
“Samsat on The Spot” yaitu memudahkan
masyarakat, mendekatkan masyarakat, dengan
adanya layananan jemput bola di lokasi wajib
pajak yang sekiranya sibuk dan tidak sempat
membayarkan pajak kendaraan bermotornya.
Meskipun begitu, beberapa wajib pajak
mengaku tidak mengetahui atau kurang tahu
prinsip-prinsip dari pelayanan “Samsat on The
Spot” dan hanya mengungkapkan jika petugas
hanya menyampaikan mekanisme serta
pengumuman  terkait  pelaksanaan  dari
pelayanan “Samsat on The Spot”.

. Tahap Persuasi

Tahap persuasi ini membahas mengenai
kelebihan pelayanan “Samsat on The Spot”,
tingkat keserasian pelayanan “Samsat on The
Spot”, kompleksitas pelayanan “Samsat on The
Spot”, uji coba pelayanan “Samsat on The
Spot”, dan dapat diamatinya pelayanan
“Samsat on The Spot”. Kelebihan pelayanan
“Samsat on The Spot” adalah lebih ekonomis,
menghemat waktu, akuntabilitas, transparan,
tidak tersita waktu, biaya murah karena dekat
dengan wajib pajak, mempermudah wajib pajak
dan sesuai dengan tujuan dari pelayanan
“Samsat on The Spot” untuk memudahkan
wajib pajak membayar pajak di tempatnya.
Tingkat keserasian atau kesesuaian pelayanan
“Samsat on The Spot” sudah sesuai kaitannya
dengan pemenuhan kebutuhan wajib pajak
dalam membayarkan pajaknya. Hal ini didasari
karena tujuan dari pelayanan “Samsat on The
Spot” tersebut yaitu melakukan jemput bola
pelayanan pajak kendaraan bermotor ke tempat
wajib pajak sehingga dapat memberikan
kemudahan bagi wajib pajak yang sibuk atau
tidak sempat ke Kantor Bersama Samsat

Karangploso untuk bayar pajak. Kompleksitas
atau kerumitan pada pelayanan “Samsat on The
Spot” berkaitan dengan hambatan pada
pelayanan “Samsat on The Spot”. Terjadi
kendala apabila terkadang wajib pajak
berjumlah banyak dan antri bersamaan,
pelayanan akan menjadi lebih lama. Selain itu,
kendala jaringan yang jarang terjadi juga dapat
menghambat ketika pelayanan berlangsung.
Meski begitu beberapa wajib pajak menuturkan
mereka tidak menemukan kendala apapun. Uji
coba yang dilakukan pertugas yang paling
utama yaitu dilakukan trial dan error pada
sistem dan hardware dari pelayanan “Samsat
on The Spot” dan juga dilaksanakan uji coba
pada awal dikenalkannya pelayanan “Samsat
on The Spoz” kepada masyarakat. Kemudahan
untuk diamati dalam pelayanan “Samsat on The
Spot” adalah terkait dengan bagaimana
pengamatan petugas dan wajib pajak dalam
mengamati pelaksanaan pelayanan “Samsat on
The Spot”. Pengamatan terhadap pelayanan
“Samsat on The Spot” sudah berjalan dengan
bagus karena telah dijalankan sesuai dengan
protapnya, diharapkan dapat menjadi icon bagi
masyarakat, serta hasil dari pelayanan tersebut
juga menambah APBD Jawa Timur dan
tentunya amat baik karena programnya yaitu
bertujuan untuk membantu wajib pajak yang
tidak memiliki waktu atau sibuk untuk bisa
bayar pajak. Pengamatan oleh wajib pajak yaitu
pelaksanaan pelayanan “Samsat on The Spot”,
yakni lancar, tertib, nyaman, cepat, penempatan
pelaksanaan yang strategis, pelayanan yang
tidak harus lama menunggu serta pelayanan
yang bagus.

. Tahap Keputusan

Pada tahap ini, individu mengambil
konsep inovasi dan menimbang keuntungan /
kerugian dari menggunakan inovasi dan
memutuskan apakah akan mengadopsi atau
menolak inovasi. Begitu pula dengan pelayanan
“Samsat on The Spot” yakni melihat bagaimana
reaksi pertama kali wajib pajak memutuskan
menggunakan pelayanan “Samsat on The Spot”
dan alasan wajib pajak menggunakan pelayanan




“Samsat on The Spot”. Pada tahap keputusan
yang berkaitan dengan reaksi masyarakat atau
wajib pajak dalam keputusannya untuk
menggunakan pelayanan “Samsat on The Spot”
adalah positif, bagus, baik, senang, nyaman,
mudah, tidak merasa repot serta terbantu
dengan adanya pelayanan “Samsat on The
Spot”. Sedangkan wajib pajak menyampaikan
keuntungannya memutuskan untuk
menggunakan pelayanan “Samsat on The Spot”
adalah dengan alasan lebih dekat, lebih
humanis, fleksibel, tepat waktu, ekonomis,
efektif karena tidak perlu membayar ke Kantor
Bersama Samsat Karangploso, tidak antri,
membantu wajib pajak untuk bisa membayar
pajak tanpa meninggalkan lokasi pekerjaannya,
tidak menggangu pekerjaan dan terjangkau.
Berkaitan dengan membantu wajib pajak untuk
bisa membayar pajak tanpa meninggalkan
lokasi bekerja.

. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam pelayanan
“Samsat on The Spot” adalah dengan terdapat
atau tidaknya kegunaan atau manfaat setelah
wajib pajak menggunakan pelayanan “Samsat
on The Spot”, terkait dengan informasi lebih
yang didapatkan wajib pajak selama pelayanan
“Samsat on The Spot” berlangsung, dan
berkaitan dengan kapan wajib  pajak
menggunakan pelayanan “Samsat on The
Spot”. Berkaitan dengan manfaat atau
kegunaan dalam pelayananan “Samsat on The
Spot”, diketahui bahwa manfaat atau kegunaan
dalam pelayanan “Samsat on The Spot” adalah
harapan wajib pajak terlaksana dan manfaat
lebihnya wajib pajak menjad puas, ekonomis,
tidak terpaut jarak dan waktu sehingga
memudahkan wajib pajak. Selain itu, pelayanan
lebih dekat, tidak ramai, tidak lama, tidak antri,
pencetakan STNK yang cepat, serta tidak
mengganggu jam dinas / kerja wajib pajak.
Untuk informasi lebih yang berkaitan dengan
pelayanan “Samsat on The Spot”, tidak
ditemukan informasi lebihnya. Tetapi yang bisa
didapatkan oleh wajib pajak selama pelayanan
“Samsat on The Spot” berlangsung lebih

banyak mengenai informasi seputar pajak
kendaraan bermotor, informasi mengenai
proses perpanjang STNK lima tahunan, dan
informasi mengenai program pemutihan pajak.
Namun tidak semua informasi bisa didapatkan
oleh wajib pajak seperti mutasi kendaraan dan
biaya balik nama dikarenakan untuk informasi
tersebut hanya bisa didapatkan di Kantor
Bersama Samsat Karangploso atau kantor
samsat induk lainnya. Waktu pelaksanaan
kapan wajib pajak mulai menggunakan
pelayanan “Samsat on The Spot” ada beragam.
Wajib pajak ada yang telah lama menggunakan
pelayanan “Samsat on The Spot” dan ada juga
yang baru menggunakan pelayanan tersebut
untuk pertama kalinya.

5. Tahap Konfirmasi

Tahap konfirmasi dalam pelayanan
“Samsat on The Spot” lebih berkaitan erat
dengan evaluasi yang diberikan wajib pajak
terdahap pelayanan “Samsat on The Spot” yang
telah ia gunakan, terkait juga dengan kepuasan
yang dirasakan oleh wajib pajak, dan
ketertarikan wajib pajak untuk menggunakan
kembali pelayanan “Samsat on The Spot” di
masa mendatang. Evaluasi yang diberikan
wajib pajak mengenai pelayanan “Samsat on
The Spot” beragam. Evaluasi yang diberikan
dapat berupa kritik dan saran. Kepuasan yang
dirasakan  oleh  wajib  pajak  setelah
menggunakan pelayanan “Samsat on The Spot”
adalah rata-rata puas. Hal tersebut juga
didukung dengan terdapatnya survei kepuasan
masyarakat mengenai pelayanan “Samsat on
The Spot” pada tahun 2016. Selain itu
ketertarikan dalam menggunakan kembali
pelayanan “Samsat on The Spot”, semua wajib
pajak mengatakan tertarik untuk menggunakan
kembali.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Difusi Inovasi
Pelayanan “Samsat on The Spot”

Dalam difusi inovasi pelayanan “Samsat on The
Spot”, juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang
memengaruhinya. Berikut merupakan beberapa faktor
yang memengaruhi difusi inovasi pelayanan “Samsat on
The Spot ™
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1. Faktor Individu

Dalam difusi inovasi pelayanan “Samsat on
The Spot”, faktor individu yang lebih difokuskan
dalam penelitian ini adalah faktor individu lead user
(pengguna utama). Karakter-karakter dari pengguna
utama seperti pendidikan, pekerjaan, asal dan agama
menjadi landasan dalam penelitian ini untuk melihat
pengaruh dari faktor individu yang memengaruhi
proses difusi inovasi pada pelayanan “Samsat on
The Spot”. Dalam proses difusi inovasi pelayanan
“Samsat on The Spot” ternyata ditemui adanya
faktor individu dari wajib pajak terkait dengan
pengenalan atau penyebaran informasi mengenai
pelayanan “Samsat on The Spot” yaitu masih
terdapatnya wajib pajak yang tingkat pendidikan
atau SDM yang rendah dan secara tidak langsung
turut memengaruhi proses penyebaran pelayanan
“Samsat on The Spot” seperti yang telah
disampaikan oleh petugas. Selain itu terdapat juga
faktor individu yang memengaruhi seperti tempat
tinggal atau asal dari wajib pajak yang dinilai
memengaruhi difusi inovasi pelayanan “Samsat on
The Spot”. Dalam hal ini dicontohkan pada wajib
pajak yang tinggal di wilayah Poncokusumo yang
menyampaikan tidak mengetahui adanya pelayanan
“Samsat on The Spot”.

. Faktor Budaya

Dalam difusi inovasi pelayanan “Samsat on
The Spot” faktor budaya yang dimaksud yaitu faktor
individualisme dan faktor budaya menghindari
ketidakpastian menerima inovasi. Faktor budaya
individualisme dalam faktor budaya lebih cenderung
terlibat dengan faktor luar sehingga akan
memengaruhi keputusan individu untuk
memberikan keputusan dalam mengadopsi inovasi.
Dalam faktor budaya, yang dimaksudkan terkait
budaya menghindari ketidakpastian yang berkaitan
dengan tingkat toleransi terhadap resiko yang
diambil. Faktor budaya untuk budaya individualisme
yang dimaksud yaitu berkaitan dengan kesadaran
wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan
bermotor miliknya. Sedangkan faktor budaya untuk
menghindari  ketidaksiapan dalam menoleransi
resiko tidak memberikan pengaruh yang nyata dalam
kaitannya dengan proses difusi inovasi pelayanan
“Samsat on The Spot” karena pelayanan telah
berdasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan yang
diatur dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun
2003.

3. Sumber Informasi Terpercaya

Sumber informasi yang terpercaya dalam
pelayanan “Samsat on The Spot” berkaitan dengan
darimana informasi terpercaya yang diterima wajib
pajak mengenai pelayanan “Samsat on The Spot”
serta berkaitan dengan waktu yang digunakan oleh
petugas dalam menyebarkan atau menginformasikan
pelayanan “Samsat on The Spot” kepada masyarakat
atau wajib pajak. Sumber informasi yang terpercaya
diperoleh dari sosialisasi dan petugas dengan atribut
lengkap dengan mengendarai “Rujak Limpung”
serta menyebarkan brosur. Adapun begitu sumber
informasi terpercaya lainnya yaitu melalui media
seperti banner, spanduk dan koran. Untuk waktu
yang digunakan petugas dalam menginformasikan
pelayanan “Samsat on The Spot” adalah berkisar 2
— 3 hari sebelum pelaksanaan pelayanan “Samsat on
The Spot”.

. Faktor Lain Yang Memengaruhi

Ditemukan faktor lain yang dapat
memengaruhi proses difusi inovasi pelayanan
“Samsat on The Spot”, yaitu faktor internal dari
petugas dan faktor lingkungan. Faktor internal dari
petugas vyang dimaksudkan adalah apabila
terdapatnya kendala seperti kekurangan personil
diakibatkan banyak yang sudah pensiun dan
terbenturnya jadwal petugas sehingga dapat
memengaruhi pelaksanaan pelayanan “Samsat on
The Spot”. Sementara itu diketahui bahwa jumlah
personil untuk pelayanan “Samsat on The Spot”
yang aktif adalah sebanyak 6 orang. Dan untuk
program “Rujak Limpung” sebagai media untuk
menyebarkan atau menginformasikan mengenai
pelayanan “Samsat on The Spot” hanya berjumlah
10 orang. Jumlah petugas yang sedemikian juga
dinilai kurang apalagi bila dilihat dengan jumlah
wajib pajak yang selama ini memakai pelayanan
“Samsat on The Spot” rata-rata diatas 500 orang
pada setiap bulannya. Sedangkan untuk faktor
lingkungan yaitu apabila terkendala lokasi yang
terpencil akan memengaruhi jaringan internet di
wilayah tersebut sehingga dapat memengaruhi pada
proses jalannya pelaksanaan “Samsat on The Spot”.

KESIMPULAN

1. Difusi inovasi pelayanan “Samsat on The
Spot”  berjalan  kurang baik  dengan
menggunakan saluran komunikasi yang ada
dan tahapan proses keputusan inovasi wajib
pajak dalam mengadopsi atau menerapkan
pelayanan “Samsat on The Spot” juga cukup
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baik. Kekurangannya yaitu berkaitan dengan
sosialisasi pada saluran komunikasi sebagai
media  interpersonal.  Sosialiasasi  yang
dilakukan petugas masih berjalan belum
maksimal dikarenakan sosialisasi mengenai
pelayanan “Samsat on The Spot” masih belum
menjangkau wilayah Kecamatan
Poncokusumo dan Kecamatan Tumpang.
Untuk tahapan proses keputusan inovasi juga
terdapat beberapa kekuranagn seperti pada
tahap pengetahuan yaitu wajib pajak banyak
yang tidak mengetahui prinsip-prinsip yang
terdapat dalam pelayanan “Samsat on The
Spot”.

2. Untuk faktor-faktor yang memengaruhi,
terdapat beberapa faktor yang cukup
memengaruhi seperti faktor individu, faktor
budaya, dan faktor lain yang ditemukan di
lapangan. Faktor individu berkaitan dengan
SDM rendah wajib pajak dan lokasi wajib
pajak yang tidak dijangkau pelaksanaan
sosialisasi dan pelayanan “Samsat on The
Spot”. Untuk faktor budaya individual
berkaitan dengan kesadaran wajib pajak untuk
bayar pajak karena merupakan suatu
kewajiban. Tidak ditemukan resiko yang
berarti sehingga faktor budaya menghindari
ketidakpastian tingkat toleransi terhadap resiko
tidak memengaruhi. Faktor lain yang
memengaruhi  difusi  inovasi  pelayanan
“Samsat on The Spot” adalah faktor internal
petugas seperti kekurangan personil dan faktor
lingkungan seperti lokasi yang terpelosok akan
memungkinkan terjadi ganggungan jaringan
internet.

SARAN

Berdasarkan beberapa temuan data di lapangan,
maka peneliti berusaha untuk memberikan saran yang
bermanfaat sebagai berikut:

1. Disarankan kepada petugas pelayanan “Samsat on
The Spot” harus lebih menginformasikan secara
merata ke beberapa wilayah yang belum
dilaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan “Samsat
on The Spot” seperti di wilayah Kecamatan
Poncokusumo dan Kecamatan Tumpang.

2. Disarankan kepada petugas untuk menjelaskan atau
menyampaikan prinsip-prinsip dari
penyelenggaraan pelayanan “Samsat on The Spot”,
sehingga masyarakat atau wajib pajak mengetahui
lebih jelas mengenai pelayanan “Samsat on The
Spot”.

3. Disarankan kepada Kantor Bersama Samsat
Karangploso untuk menambah jumlah personil
pelayanan “Samsat on The Spot” dan petugas
"Rujak Limpung", mengingat wajib pajak yang
menggunakan pelayanan “Samsat on The Spot”
rata-rata melebihi 500 orang setiap bulannya.
Sehingga ke depannya proses penyebaran atau
penginformasian mengenai pelayanan “Samsat on
The Spot” jadi lebih luas dan lebih menjangkau
wajib pajak, terutama wajib pajak yang berasal dari
daerah terpencil dan belum pernah terlaksana
pelayanan.
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